
WALI I(OTA BALII(PAPAN
PROVINSl KALIMANTAN TIMUR

PERAI'URAN WALI KO"Lq BALIi(PAPAN

NOMOR 21 TAHUN 2A22

TENTANG

PEDOMAN PBMI]I]RIAN BANTUAN STIMULAN PtrNINGKATAN KUALITAS
RUMAH TTDAK I,AYAI( I-{UNI

DtrNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA

WALI KOTA BAI.IKPAPAN,

Menirrrbarlg : a. bahrva dalam rangl<a pelaksanaan saiah satu misi pemerintah
Kota lJalikpapan daiam tnern ujudkan rumah layak huni bagi
rnasyarakat yang diclukung clengan pelaksanaan prasarana,
sarana clan utiritas umum agar tercipta perumahan yang
sehat, aman, serasi, teratlrr', merata dan berkeianjutan, per.lu
rnemberikan bantuan stimulan peningkatan kualitas runrah
tidak layak huni;

b. bahwa un[Ltk melaksanakan pernberian banlqan stiniulan
peningkatan kualitas rumah ticlak layak huni perru
menyusun pedoman pemLrerian bantuan stimuran
peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;

c. bahr,va trerdasarkan ketentuan pasal s4 undang-untlang
Nomor I 'rahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan
Permukima,, pemeri*tah Daeratr wajib memberikan
kemudahan pembangu,a, clan peroleha* rumah bagi
rtasyarakat berpenghasilan rendzrh antara lail berupa
stimulan rumah sr.l,aclaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud
dalam huruf a, h.r.uf rr, dan truruf c perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pecloman Pemberian Bantuan
stimulan pe,i,gl<atan l(ualitas Rumah'ridak La5zsk Huni;

Mer-igingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Unrlang-unclang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang t)arurat Nomor 3 Tahun 19s3 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai undang-u,dang (Lembara, Negara Repubrik
Indonesia Tarrun 1959 Nomor 72, Tambarran r,embara,
Negara Republik Inclonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
bei:erapa kari diubah terakhir dengan undang-undang Nomor
B Tahun 1965 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Talah
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J.

Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah ,l.ingkat ll
Tabalong dengan Mengubah Urrclang_Undang Nonor 2T'lahun 1959 tentang penetapan unclang-U,clang Dar-urat
Nomor 3 'lahrrn 1953 tentang perpanjangan pembentukan
Daerah Tingkat ll di l{alirnantan (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 196S Nomor S1, Tambahan Leml-raran
Negara Republik Indonesia Nonror ZZ56);
undar-rg-undang Nomor 1 Tahun 201r ten&lng perumahan
dan liawasa' Pe.mul<iman (te*rbaran Nega.a Republik
lnclonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tarnbaha' Lembaran Nt-,gara
Repubiik Indonesia Nomor 51BB) sebagaima,a terah diubah
dengan u,dang-Undang Nomor r1 'I'ahun 2o2o tentanrg Cipta
Kerja (Le*rbaran Negara iRepubrik Indo,esia Tahun 2o2o
Nornor 245, 'lambahan Lembaran Nega.a Republik Inclonesia
Nomor 6573);
Undang-Undang Nornor 23 .lahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {I-er,bar-a, Negara Republik Inclo,esia'I'ahun 2O14 Nomor 244, Tamb.tran Ler,baran Negera
Itepr-rblik Ind.nesia Nomor ssgT), sebagaima,a terah
beberapa kaii diubah terakhi. denga, Uncra,g-u,clang Nomor1l Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja {I_ernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2a2o Nom'r 24s, Tambilhan
Lembaran Negara lRepublik h-irlonesia Nomor 6573);

MtrMU'IUSKAN:

PtrRA'I'URAN WALI KOTA TEN'IANG PEDOMAN PtrMBERIAN
BANTUAN STIMULAN PENlNGI(A'|AN KUALI'IAS RUMAH
TIDAI( LAYAK T{UNI.

BAB I

I(trTT'NI'UAN UMUM

4.

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:1. l)aerah adalah Kota llalikpapan.
2. Wali l(ota adalah Wali l(ota l3alikpapan.
3" Pemerintah Daerah aclalah lvali Kota sebagai unsur penyelenggara

petnerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan claerah otonom Kota Balikpapan.4' Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya riisebut Dinas aclalahDinas Perumahan tlan permukiman Kota Balikpapan.

5' i{epaia Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan cian permukiman l(,taBalikpapan.
6. Keiurahan adarah bagian rvilayah dari Kecamatan sebagai perangl<at

Kecarnatan.
7. Masyarakat Be.pe,ghasira. Rendah yang selanjutnya disingkat MF3Radalah masyerakat yeing mempunyai keterbatasan claya beli sehingga perlu

merrdapat ch-rkungan pemerintah untuk memperoleh rumah.8' Bantuan stimuliln Peningkatan l(ueilitas Rumah riclal< Leryak Huni _yangselanjutnva disingkat BSPKRTLH adarah bantuan ;i;r";; yangbersumber clari pemerintah Daerah clan/atau pihak rain bagi MBR di



Daerah untuk metnperbaiki konclisi sebagian atau seluruh r:urnah secara
srvaclava guna meningkatkan kualitas rumah titlak layak huni menjadi
rumrilr layak huni.

9. Rumah'l'idak La.yak Huni yang selanjutn-ya disingkat RTLH adalah rurrah
1'ang tidak mernenuhi persyaratan keselamatan bangurian, kecukupan
rninimLrnr luas bar-rgunan, rlan kesehatan penghuni.

10. Pene.ir,a LJSPKRTI,H adalah perseorangan _vang te'rnasuk MBR dan
mefirenuthi persvaratatr untuk ditetapkan sebagai penerima BSpKI?Tl,ll
oleh Wali I(ota.

11' I(elornpok Penerima Banluan yang selanjutnya clisingkat KpB adalah
kelor,pol< masyarakat yang para a'ggotanya merupakan penerimir
I3SPKR'II,H.

12. Tenaga Perrclarnping yang selanjutnya clisingkat Tp adalah tenaga
prol'esional pemberdayaan lokai yang rnenjadi penggerak clan penclamping
pener-inra bantuan dalam pelaksanaan kegiatan BSPI(RTLH.

13' ISadan Usaha Penyedia Bahan Bangunan aclalah baclan usaha _yang
rnenyediakan bahan bangunan untlrk lcegiatan RSpKR'ri,H.

14' Ireninghatzrn liualitas Rttmah Ticlak Layal< Huni yang selanjutnya disilgl<at
PK RTLI-{ adalah kegiatan tnemperbaiki RTLH secara swadaya sehingga
menjadi rumah ia-yak huni.

15. Rumah adalah bargunan geclung ya,g berfungsi sebagai tempat tinggal
yang 1a5'ak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat clan
martabat penghunir-rya, serta aset bagi perniliknya.

(1)
Pasal 2

Peraturan Wali liota ini dimahsuclkan sebagai pedoman bagi pemerintah
Daerah da. masyaralcat dalam penyelenggaraan I3spliRTLH.
Peratu'an wali Kota ini bertujlran agar penyelenggaraan BSPKR,I.LI{ clapat
clilaksanakair dengan tertib, efisien, efektif, transparan, akuntaSel clan
lancru'.

(2)

Pasal 3
Ruang lingl<up Peraturan Walikota ini meliputi:
a. bentuk BSPKRTLH;
b. lcegiatan BSPKRTLH;
c. Penerima BSpKRTI,H;
d. penyiapan Penerima t3SpliR.l.LH;
e. penetapantsSPl(R1'LH;
f. pelaksana BSpI(RTLH;
g. penyaluran dan pemanfaaLan BSITKRTLH;
h. 1;eltanggungjawaban pelaksanaan BSpl(R,fLI-t;
i. pernbinaan;
j pemantauan clan evaluasi; dan
k. pembiayzran.

tsAB tI
BtrNTUK T}SPKRTLH

Pasal 4
BSPKRTLII diberika. dalam i:entuk barang berupa bahan bangunan kepada
Penerima flSPl(RTLH.

-3-
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BAB lII
I(EGIA'IAN T]SPKItTLI"T

Pasal 5
(1) Kegiatan BSPKR'II-H ben:pa PI{ RTLII rnelipuri perbaikar-r RTl.l{ ciengar-r

kondisi ticlah memenuhi persyaratan ftuuah ta_vak huli clalarn hal:
a keselarnatan bangunan;
b. keclrkupal rriinimum luas banglrnan; clan
c l<esehatan penghr_rni.

t2) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana climaksucl pada aygt (1)
htrruf a cialam hai Rtrrnah clengam tingkat ker:usakan:
a ringal;
b. sedang; dan
c berat.

(3) Tingkat kerusakart ringan sebagairnana dimaksurcl parla ayat (2) huruf a
rneliputi:
a kerusal<an komponen noll slruktural; dan
b. rumah tidal< rnemerruhi persyarratan kesehatan.

(4) f ingkat kerusakan sedang sebagaimana dimal<sucl pacla ayat (2) huruf b
meliputi:
a kerusakan pada komponen non struktural;dan
b. kerusakan pada salah satu komponen strukturai.

(5) Tingl<at kerusakan berat sebagairrana dirnaksucl pncla ayat (2) huruf cmeliputi kerusakan pacla sebagian Lresar komponen bangunan, baik
komponen struktural maLrpun komponen non struktural.

{6) Persyaratan kecukupan minimum llras bangunan sebagaimarra diinaksuc.l
pada ayat (1) huruf b adalah 9 m2 (ser*bilan meter persegi)l.iirva.

(7) Persyalat.an kesehatan penghurri sebagaimana climaksuil pacla ayat (1)
huruf c nreliputi:
a kecul<upan sarana pencahayaan;
b sarana penghawaan; dan
c ketersediaan $arana utilitas bzurgunan melil:uti sarana air bersih,

mandi, cr_ici, dan kakus.

BAB IV
PENERIMA BSPI(I?TLH

(1)

pasal 6
Penerima IISPKR'rLLi merupakan MtiR yang rner*enuhi persyar.atan
sebagai berikut:
a' warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga atau pernah

berkeluarga;
b. memilil<i l<artu tanda pe'ducruk Daerah clan kartu kelr_rarga;
c. rnemiliki atau menguasai tanah clengan alas hak "yang sah;
d. memilil<i dan mcnempati Rumah satu-satunya denga, kondisi tidak

layak huni;
e' belum pernah lnemperoleh bantuan sejenis dari pernerintah pusat atauPemerintah Daerah provinsi Karirnantan ,rimur lintuk progranl

perumahan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti akibat trencana ataurhal lain yang dianggap MBR layak mendapai BSPKRTLH be.dasarkanhasil lcajian telaris clari pera.gkat Daerah yang menangani
perr anggulangan bencana;
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f. berpengtrasilan i:aling banyak senilai Uirah lviininrurn l(ota (UMK);
g. bersediil membe'tuk I(pB clan men_yusun proposar;clan
h. berseclia memblrat pemya[aan, meliputi:

1) ber'sedia bertanggung jawab dalanr penianfaaran [3SplgtTLI-l;
2) bersedia mengikuti l<etentuan BSpKR.I.LH; tlan
rt) bersedia bersu,aclaya.

(21 'l'anah sebagaimana clirnaksud pacla a-1rat (1 ) hurr-rf c nrerupilkan:
a. tanah yang ciimiliki atalr dikuasai secara fisik rlan merniliki legalitas;
b. tidak dalam sengketa;
c' clalam hal penerirna hak r,r'aris atas tanah yang cliclukLrng clengan surat

keterangatr atrli lvaris; cian
cl. lokasi tanah sesuai tata ruang wila1,afu.

(3) l(PI3 seiragaimarta climaksud pada ayat (1i hr,rruf g berjumlah paling seclikit
5 (lirna) oral1g dan paling banyak 20 (dr-ra pulutr) orang yalg tercliri atas
unsur:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris rnerangkap anggota;
c. trcndahara merangkap anggota; clan
d. anggota;

(4) KPt3 sebagaimana clirnaksutl pacla ayat (3) bertempat tinggal di l{eluraharr
yang sama dan ditetapkan oleh lurah.

BAB V
PtrNY IAPAN PtrN ERI 1VIA T3S PKRTLH

(1)

(2)

(3)

pasal 7
Penyiapan Petrerima BSPI(RTLH clilaksanakan pacla 1<11<asi IlspKItTLH.
Pen-yiapern sebagairna*a dimaksucl pacla ayat (1) clilakukan rnelalui
pend:r.mpingan oleh Tp untur< memberdavakan masyarakat caron
Penerima LISPKRTLH.
Penclampingan oleh rp sebagaima,a dimaksud pada ayat (2) dilakur<an
pada tatrap perencanaan) pelaksanaan, pengawasan, peraporan cian
pengembangan mandiri pasca kegiatan.

BAB Vi
PENtrTAPAN I]SPKRTLH

Bagian Kesatu
Penetapan Penerima BSPKRTLH

Pasai 8
(i) Dinas melakukan seleksi calon Penerrima BSPKRTLH berclasarkan

persyaratan penerima BSPKRTLI{ sebagaimana ciimaksuci clalarn pasal 6.(2\ Flasil seteksi calon Penerima tlsPl(R'l'Ll-l sebagaimana tlimaksuci pacla
ayat (1) ditetapkan sebagai Penerirna BSPKRTLI{ clengan Keputusan wali
I(ota.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran BSpl(RTI-I-l

Pasal 9
Besaran nilai I3SpI{RTLH ditetapkan arrtara IRp20.000.000,00 (dua pulutr juta
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rupiah) saurpai clengarr Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rlrpiah), clengan
mengacu pacla harga saluan perbaikan R'ILH yang clitetapkan oleh Wali l(ota
clan sudah clalatr kondisi ter.bangun.

BAB VII
PtrLAI(SANA I]SPKRTLFI

Bagian iiesatu
Umunr

Pasal 10
Pelaksana lJSPiiR'lLH terdiri atas:
a. Dinas;
b. 'fP;
c. PenerirraBSPKR'ILH;
d. KPB; dan
e. Badan Usaha Penyedia lSahan Bangunan.

Ragian Keclua
Dinas

Pasal 1 I
Dalam pelaksanaan petnbet'ian IfSPKRTI,H, I)inas sebagaimana dimaksrrcl
dalam Pasal 1O hr-lr:uf a mempllnyai tugas:
a' rnelakukan sosialisasi, penyuluhan, tlan pembekalan dalam pelaksanaan

pemberian IJ S pK R'I'LH ;

b. melakukan seleksi calon penerima []SpKR1.LH;
c' melal<ukafl koorclinasi rlengan Kecamatzur rJan Ke1-rrahan ultuk

pelal<sanaan kegiatan;
d' melaksanakan proses admi*istr-asi pemberian BSpI{RTLH;
e' melaksanakan proses pengaclaan barang sesuai ketentuan peratur.an

perundang-undangan;
f. melal<sanal<an pemantauan clan evaruasi pelaksana*n pekerjaan; crang' merrrbuat dan menyarrrpail<an laporan pelaksanaan pemberian BSpKR,llLfI

l<epada Waii liota.

Pasal 12
I(epala Dinas rlalam melaksanakan tugas Dinas sel:agairnana climaksucl dalam
Pasal 11 dibantur oleh:
a. pejabat pernbuat kor:ritmen;
b. pejatiat pelaksana teknis kegiatern;
c. camat;
d. lurah; dan
e. TP.

Bagian Ketiga
TP

Pasal 13
TP sebi-igaitnana ciiuaksurl clalam Pasal 10 hun-rf b clitetapkan clengan
Iteputusan Wali Kotal.



Dalam pelaksannan penilre.ian I3sPKRTLH, 'rp rnernpu'yai tugas:
a' memllantu Kepala lJinas dalam melakukan sosialisarsi, penytrllhan,

dan pe*rbel<ala, riala,r pelaksanaa^ pember-iarr I]spl(R.l.LH;
b' nletnbantu l(epaia Dinas clalan-i rnelal<ukarr ver.illkersi seleksi calon

Pener-ini:r BSPI(RTLI{ ;

c' melakulian koorclinast tlan penrlampingan kepacla masyaral<at tlalam
penviapan proposal;

cl' rnendarripingi rlanr menggeral<l<an masyarakat penenma BSPI{I{TLFI
cialam penyaluran dan pemantaatan ilSpKR,lLl-l;

e' rnelakukan pengawasan melaJui pernanlalran pelaksanaap konstruksi
I?r-rrnah masyarakat penerima [3S pliR.lLH 

;
f. memi;erikan birnt:ingan claram pernanfaaLan, trremeriharaan dan

pengenrbzrngan Rr:mah layak huni;
g. membzrnru Penerima BSpliR'lLF{ clalarn penyuslrrian laporan

pertanggu n gj awaltan ; dar-r
h' nrelaporkan hasil pelaksanuran tugtls kepada WaIi Kota melalui l(epala

Dinas.

f3agiar-i ](eernpat
Penerima BSPKR'|LH

Penerirna BSPKRTLI{
mempun)reri tugas:
a' mengikuti sosialisasi, penyuluhan, rlan pembekalan clalam pelaksanaam

perrlbelian BSpKRTLI-{ ;

b. menyusult dan mengajukan pr.oposal;
c' memanfaat.kan BSPKR'I'LF{ sesuai ciengan hasil verifikasi proposal yalg

telal-r disetr-rjui oleh Dinas; clan
d' rnelaporiian pelaksanaan BSPKRI'LII cialarn laporan peftanggungjau,aba,

dan dilzrporkan kepacla t)inas.

Pasal 15
(1) Pengajuan proposal sebagaimana dirnaksucl clalam pasal 14 huruf b riengan

menyertakau:
a. dokumen administrasi; clan
b. dokumen teknis.

(2) Dokumen aclministr:asi sebagaimana ciimrrksucl pacla ayat (1) huruf ater6iri
atas:
a' fotokopi kartr-r tanda penclucluk atau iclentitas lain yang sah clan kartu

keluarga;
b. surat keteranga.n penghasilan ,lari tentpnt l<eija bagi .yangberpenghasilan tetap atau dari iurah bagi ,1,ang berpenghasilan ticlak

tetap;
c' fotohopi surat tanah atau bukti trrepernilikan penguasaan tala6 dari

pejabat yang bernrenang;
cl. surat ahli waris u,tuk ta,ah yang masih atas nama orang tua; clan
e. surat perrtyataan calon penerirna BSpl(ItTLH.

(3) Dol<urneu teknis sebagaimana ciim:rlisucl pada ayat (1) hulrf b terdir.i atas:a. lbto konclisi rumeih seberurn rnenclapat bantuLan,
b. rencana telmis ber.upa:

1. spesifikasi teknis; dan
2. rencana ar-rggaran biaya.

(21

Pasal I -l
sebagaimana dimaksud cialarn pasal i0 huruf c
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Bagian l(elima
I(PB

Pasal 16

KPB sebagaimana climal<sucl dalarn [iasal ro huruf d nrernpunyai tugas:a' rnelakukan gotong-royong pembangunan Rurrrah penerima. BSpKR,l.Li-l:
darr

b' melal<silnlrl<eln r:el<ap proposal clari nrasing-rnasing calon penelinra
BSPI(RII'Lr{.

Bagian Keenam
Badan Usaha Penyerlia Bahan Bangunan

pasal 17
(1) Badan Usaha Penyerlia l3airan Ra.ngunan sebagaimanzr climaksucl 4alaryr

Pasal I 0 l-ruruf' e, rnernpultyai tugas:
a ruert,\'ettiakau dan rnenyalurkart ba-tri,ur birngurrarr sesuai perjtrrrjiarr

kerja:
b' mengacltrrinistrasil<an clan menyennpaikan clokurnen pembelian dzur

pengiriman bahan bamgunan kepacia Penerjma BSPKIiTLH l<e Dinas:
dan

c. menarrdat.a,gani be'ita acara serah terirna baha:-r bangunan.(2) Baclan Usaha Penye<lia Ifahan [3angunan claleim melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) wajib memiliki:
& surat izirr usaha perdagangan;
b. nomor pol<nk rvajib pajak; dan
c. arnada l<endaraan yang memaclai untuk me,gangkut bahan bangunan

ke lokasi penerima IISPKI{TLH.

BAB VIII
PENYALURAN DAN PllMAN PAATAN BSI'KRTLIJ

(r )

pasal 1B
Pe,.yaluran BSPKRTLH dilakukan sesuai ketentuan per.aturan perundang_
undangan.
Penyaluran BSPI{R'|LF{ sebagaimana clinraksud paclei ayat (1) dilaksanakanjika Penerima BSpl(rtrl-H uremilil<i keswaclayaan untuk melal<ukan
kegialan PK R'|LH.

(:2)

(r)
Pasal 19

Penyaiuran BSPKRTLH diiaicukan oleh Baclan Usaira pen.yeeiia Baha,
Bangunan yang ditunjuk bercrasarkan proses pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_unclangan.
Pen-yaluran bahan bimgunan clari l3adan Usaha perryeclia BahanBangunan l<epada Penerirna RSPI(RTL[{ clilal<ukan berclasarl<an daft-ar
rencana altggaran biaya.
Penyalul'an I3SI'}KRTLI-1 sebagairnana climaksucl pacla ayat (li clilakr"rka,
sekaligus setelah Penerima BSPKRTLI{ menanclatangani claftar rencana
anggaran bia-va.
Penerima BSPI(R1'L}{ dilarang menggLrnakan atau merrgalihkan }:antua,
yang dite.irra,ya untuk kegiatar-r rain atau kepada orang rain.
Dalam hal Penerirna BSprit?TLH menggunakan atau mengalihkan bantuan

(s)

{2)

(4)

(s)
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)'/ang diterimatrya Ltntuk kegiatan lain atau kepacla orang lain sebagairnana
dimal<suil pada a,vat (4), Penerilna I3SPI{RTLII cliberrkarr sanl<si berupa
pem Lrat.alan pemberia* BSIrI(R1'Li{ dan/ atau pengembalian rispKlirl-H.

Pasal 20
I(ete*tuar-i r,enge,ai petunjuk teknis pelaksana.an penyalurarr
pema.laatar-r lls PI(R1'L|{ ditetap}<an dengan Keputr-rsa, l(epala Dinas.

(1)

clan

(2)

BAR IX
PI' }?TANCI C U N GJ AWA}3A N PELAI(SANAA N ISSPI{RTLI{

Pasal 2i
Penerima llsPKtarlll bert.anggurrg jarvab atas clata clan infor.masi yang
clisarnpaikan kepacla pemer.intah l)aerah.
Peflerirria IISPI(RTLH bertatrggung jar,vab baik secar.a fbrrlal rxaupLrn
rnaterial atas pelaksanazln pK ltTLH.
Pene'irna EIsPI(RTLFI menyampaikan laporan penggllnaan BSL-,KRTLI-I
kepacla l)inas dengan tlilengkapi foto rtirnelh.
Laporan perlggunaan BSpKRTLH sebagaimana dirnar<sud pada ayat (3)
clibuat clengan melarnpirkan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan
dan berita acara serah terima barang.
Penerinra llsPKR'fr-r{ dibe.i}ran sanksi berupa pembataran pemberiarr
tlsPI(R1'LI1 dan/atau pengembalia. RSpKR'rLlr daram tral:
a. men_Vaurpaikan clata clan inforrrtasi yang tidak l-renar;
b. tidali melaksanakan kegiatan pli IRTLI-I;
c. tidak men.r.'elesaikan pemasangan material bantuan sampai clengan

akhir tahun anggararr; clan/atau
d. tidak menyampail<an laporan pernggLrnaan BSpKIiTLF{ liepada Dir-ras

dengan dilengkapi tbto rumah.

(3)

(4)

(s)

pasal 22
Badan usaha penyedia Bahan Bangunan menyampaikan laporan
pertanggutrgjeil,r'aban pelal<sanaan penyaluran Ilspl(R]'LH kepacla Dinas
dengan melarnpirkan bukti hasil pelaksanaan tugas sebagairnana climaksucl
dalam Pasal 17 ayat (1).

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 23
(1) Dinas melakukan pernbinaan pelal<sanaan BSplffi'lLF{ kepacla pe,edrna

tsSPKRTLI{.
Pembinaan sellagaimana climaksucl parJa ayat (1) clapat berupa sosialis,si,
pelatihnrr, birnbingan tel<nis, supervisi, clan/atau fenclarnpir.rgan kepacler
Penerima BSIrKR'I'LH.

BAL] XI
PUMANTAUAN DAN BVALUASI

Pasal 24
(1) Pernantnuart clan evaluasi pelaksanaan perflberinn I3SpI(RTLH dilakukan

oleh Dinas.



P) Pemantauan dan ei,'a-iuasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meiiputi
l<egiatari:
a. pengawasan dan pengenclalian; dan
b. evalr:asi.

(9 Flasil petnatrtauau dan evaluasi setragainranla climal<surl pacla a5,at (1)
digunakaur sebagai ltatran rnasul<an clalarn pembuatan clan/atau perblikal
ketr ij akan pel aksan aan perl lterian BS pKR.lLH.

(4) Kepala Dinas melaporkan hasil pemar-itauan dan evaluasi sebagairnana
climal<slrcl pada ayat (1) hepada Wali Kora.

BAts Xii
PEMB1AYAAN

Pasal 25
Pembiayaan clal;rm pelaksanaan Peraturan Wali Iiota ini dibebankan pada:
a. angg,a-ran pendapatan clan belanja l)aerair; clan/atau
b. sutnber lain yang sah clan ticlak rnengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

E}AT3 XIII
}{ETBN'IUAN IJBNUTUP

Pasal 26
Peraturan wali liota ini mulai berra_ku pacla tanggal diunclangkan.

Agar setiap orang mengetahuirtya, memerintahi<an penguncigngan peraturarr
\[/ali Kota ini dengan penempatar]nya dalarn Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada t.anggal J-4 September 2022

WALI I(O'TA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAI'IMAD MAS'Ut)

Diundangkan di Balil<papan
pada tanggai 14 Sepreinber 2OZ2

P1h. SBKITETARIS DAtrRAI-I KOTA BALII(PAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

RERITA DAI1RAF1 I(OTA BALIKPAPAN TAI{UN 2A22 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslin.va
1(O'I'A I]ALII{PAPAN
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